Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR: 6 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengelolaan penerimaan
Pajak Air Tanah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

bahwa untuk tertibnya pengelolaan penerimaan Pajak Air Tanah perlu
adanya suatu pedoman yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas
pemungutan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b
diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang
Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 );

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
3684 );

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686 );

Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Pengelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 );

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 );

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844 );

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penggelolaan
Sumber DayaAir ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4858);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
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Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah
yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar
sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5163);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota
Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor
03);

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (
Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 06 );

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 06 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor
06 );

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota
Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor
02);

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

dan
WALIKOTA PAYAKUMBUH
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kota Payakumbuh.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

1.
2.

pemerintahan daerah.
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Walikota adalah Walikota Payakumbuh.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit
pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau
bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketetntuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Payakumbuh.

BABII
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2

Dengan Nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh
masyarakat sebagai Wajib Pajak.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :

a.

Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga,
pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;

b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan industri kecil.

Pasal 4

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.

Pasal 5

Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.
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BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 6
(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang
dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
Jenis sumber air;
Lokasi sumber air;
Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
Kualitas air; dan
Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.

Mo opp o

BABIV
TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7
(1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
(2) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat

@3).

BABV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8
Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.

BAB VI
MASA PAJAK
Pasal 9
Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

BAB VII
PENETAPAN PAJAK
Pasal 10
(1) Pemungutan pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota dibayar
dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 berupa karcis dan
nota perhitungan.
(4) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan di atur dengan Peraturan
Walikota.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengiriman dan penyampaian SKPD atau dokumen
lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 11
(1) Pembayaran pajak yang terhutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
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(2) Pembayaran pajak dilakukan pada kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota
sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.

(3) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus
disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh
Walikota.

(4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan dengan
menggunakan SSPD.

BAB IX
KEDALUWARSA
Pasal 12

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana
dibidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
b. ada pengakuan utang dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
Wajib Pajak dengan kesadaranya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum
melunasinya kepada Pemerintah daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui
dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
dari Wajib Pajak.

Pasal 13
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Kota yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan
Walikota.

BABX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14
(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
(2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 15

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

oA

=

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan
Daerah;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau
dokumen yang dibawa;

. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan; dan/atau

. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal : 13 Juli 2011
WALIKOTA PAYAKUMBUH
dto
JOSRIZAL ZAIN

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal : 13 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

dto
IRWANDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2011 NOMOR :16
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR: 6  TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK AIR TANAH

L UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah
Kota Payakumbuh mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh berhak
mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan,
ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak yang bersifat memaksa diatur
dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada
Undang-Undang.

Selama ini pungutan daerah yang berupa pajak diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi
kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu 4 (empat) jenis pajak provinsi dan 7
(tujuh) jenis pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk
menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
Hasil penerimaan pajak diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi kabupaten/kota. Oleh karena
itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat
meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi
kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-
Undang hampir tidak ada jenis pungutan pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah. Oleh karena
itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang
baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi
karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangi arus barang dan jasa antar daerah.
Pengaturan kewenangan Perpajakan yang ada pada saat ini kurang mendukung pelaksanaan
otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan
pemberian kewenangan yang besar pula dalam Perpajakan. Basis pajak kota yang sangat terbatas
mengakibatkan daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya.
Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah
seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam Perpajakan. Berkaitan dengan pemberian
kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perluasan kewenangan Perpajakan tersebut dilakukan
dengan memperluas basis Pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam
penetapan tarif.

Dengan perluasan basis pajak yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif
tersebut, jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-
Undang. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme
pengawasan diubah dari represif menjadi preventif.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan dengan kondisi
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saat ini dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

1L PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Hurufb
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Hurufc
Cukup Jelas
Hurufd
Cukup Jelas
Hurufe
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
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Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Hurufb
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (1)
Hurufa
Cukup Jelas
Hurufb
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
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Ayat (3)
Hurufa
Cukup Jelas
Hurufb
Cukup Jelas
Hurufc
Cukup Jelas
Hurufd
Cukup Jelas
Hurufe
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Hurufg
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Hurufi
Cukup Jelas
Hurufj
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
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